
BUPATI BENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSI TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

', 

ii 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf 
g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif 
Pengujian Kendaraan Bermotor ketentuan mengenai 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkayang Da erah Tingkat 
II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ); 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor310); 

10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

dan 

BUPATI BENGKAYANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TARIF 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Bengkayang. 

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan mengunakan kendaraan lalu lintas 
jalan. 

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
kendaraan bermotor dan kendraan tidak bermotor. 

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di 
atas rel. 

9. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi. 

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah. 

11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang 
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. 

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

15. Surat Ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administr~tif berupa bunga dan/atau denda. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah I data, keterangan, dan/ atau bukti yang laksanakan secara 
objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan retribusi dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka 
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melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. 

18. Penyidikani tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan 'yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di', bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam 
melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan 
data okyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 
terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan 
Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

BAB III 

JENIS, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 3 

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut 
retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, 
termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh 
Pemerintahan Daerah. 

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kendaraan Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan mobil 
penumpang pribadi. 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
Wajib Retribusi, termasuk pem ungut atau pemotong Retribusi. 

.' 
BAB IV 

GOLONGANDAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam jenis 
Retribusi Jasal Umum. 
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Pasal 6 

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
ditetapkan sebagai berikut : 

a. Jasa Ketatausahaan: 
- Formulir Permohonan 
- Buku Uji 
- Mobil Penumpang Roda Empat 
- Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton 
- Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton 
- Mobil Barang diatas 2 Ton s/d 7 Ton 

b. Pengujian Ulangan : 
- Mobil Penumpang Roda Empat 
- Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton 
- Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton keatas 
- Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton 

c. Lain-lain : 
- Penggantian Plat Uji Rusak/Hilang 
- Uji Asap ( Emisi gas buang ) 
- Penggantian Buku Uji Hilang 
- Plat Samping 

a. Semprot 
b. Stiker 

dalam Pasal 

Rp. 2.000,- 
Rp. 15.000,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 50.000,- 
Rp. 40.000,- 

Rp. 20.000,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 50.000,- 

Rp. 20.000,- 
Rp. 25.000,- 
Rp. 50.000,- 

Rp. 10.000,- 
Rp. 15.000,- 
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Pasal 7 

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Bengkayang. 

Pasal 8 

(1) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan. 

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, lebih lanjut diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis 
pelayanan, jenis kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang 
digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

Pasal 10 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian 

kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

I 
(2) Biaya seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional 

f 

dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal. 
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BABV 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 11 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguh jika: 
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran tersebut. 

' 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

' 
I 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud : pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 12 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

j 

(2) Bupati menetapkan Keputusan · Penghapusan Piutang Retribusi 
Kabupaten Bengkayang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

, Pasal 13 
(1) Surat teguran / surat peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat 
peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. I 

j · / I · . . b . (3) Surat teguran/surat peringatan,'surat lain sejens sebagamman 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 
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BAB VI 

PEMANFAATAN 

Pasal 14 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan 
pemungutan Retribusi. 

(2) Besamya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

BAB VII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

PEMERIKSAAN 

Pasal 16 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan/ atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

i 
' , 
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BAB IX 

PENYIDIKAN 

Pasal 17 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah. 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Retribusi daerah. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BABX 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
rnerugikan Keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 
kali jurnlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan 
Negara. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnernerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah 
Kabupaten bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal (8 ok¢ob 2017 

BUPATI BENGKAYANG, 
TTD 

SURYADMAN GIDOT 
Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal a¢ 0hlw 2017 

P5j. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

TTD 
OBAJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR: 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT: /2017 

-=Rengetahuj 
pH KAg 

keKgkur'setia k ·. Bengkayang 
> 

7 200003 1 003 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSI TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

I. PENJELASAN UMUM. 

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang 
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan 
Pemerintah Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, 
khususnya dari Retribusi daerah, maka pengaturannya perlu untuk 
ditingkatkan lagi. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan 
pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 
berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomian Daerah, 
diperlukan, penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang 
hasilnya semakin diharapkan lebih meningkat. 

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber 
tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja 
pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan 
penambahan jenis Retribusi. 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu Retribusi 
daerah yang dapat digali dan dikembangkan adalah Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor. 

Untuk menarik Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada 
masyarakat, harus dibuat dasar hukum yang memadai agar dalam 
pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Daerah ini 
diterbitkan guna menjadi dasar hukum penarikan retribusi pengujian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang. Melalui Peraturan 
Daerah ini diharapkan tercipta sinergi yang serasi antara Pemerintah 
Daerah ini disatu pihak dan masyarakat pengguna jasa pengujian 
kendaraan bermotor di pihak lain, serta diharapkan pula kontribusi 
bagi Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan secara 
berkesinambungan. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 3 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3), 

Cukup Jelas 
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Pasal 4 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
i 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 11 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 
Ayat (4) 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 
Ayat (2); 
Ayat (3)/ 

Cukup jelas 

11 



I 
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Pasal 16 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 
Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukupjelas 
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